PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertibnya pengelolaan Keuangan
daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, perlu
diatur Standar Harga Barang dan Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang
’{ —:;T: i o } _ Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
o M ,‘“'__*g Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
e S .._____; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),
b » ' sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor

77771 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - Undang
_-.ha:‘___,’ Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77,

e weemeee-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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372 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

ST T O R I e L ST

P%bmberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

%epublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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Menimbang

Mengingat

a.
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PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BOALEMO,

bahwa untuk mewujudkan tertibnya pengelolaan
Keuangan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah, perlu diatur Standar Harga Barang dan Jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun
Anggaran 2015;

Undang - Undang Nomor S50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang —
Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang...




2.

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik
Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  Tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 ) ;

8. Peraturan ...
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8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
F;residen Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG

DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

o

Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
Bupati adalah Bupati Boalemo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kabupaten Boalemo

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna

Anggaran/Barang.

7. Anggaran ...
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7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan-SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
vang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD vang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SHBJ adalah
penetapan besaran harga barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas,
dalam periode tertentu.

12. Harga pasar adalah harga barang/jasa konsumen yang masih berada di

tempat penyedia/produsen.

BAB I1

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

(1) Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SHBJ adalah

pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan

f

(2) Harga ...

kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.




(2)

(3)

(4)

(2)
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Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} adalah harga tertinggi (harga
wajar tinggi) untuk setiap jenis barang dan jasa
Harga satuan dalam batasan tertinggi dimaksud ayat (1) adalah harga yang
dipergunakan sebagai pagu tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
Harga satuan dalam batasan tertinggi di RKA dan DPA dimaksud ayat (1)
belum termasuk :

a) Biaya/Ongkos Kirim

b} Pajak

¢} Biaya Lain-lain seperti perkiraan kenaikan harga
Pasal 3

Standar Harga Barang dan Jasa merupakan pedoman bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Anggaran Belanja
Daerah untuk Tahun Anggaran 2016.
Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini meliputi : ]

a. Satuan Harga Perlengkapan Kantor

i

Satuan Harga Peralatan Kantor

Satuan Harga Jasa Percetakan
Satuan Harga Alat Listrik
Satuan Harga Bahan Bangunan
Satuan Harga Komputer

Satuan Harga Barang Elektronik

ToRo™ oo oo

Satuan Harga Alat Fotografi

i

Satuan Harga Sepeda

Satuan Harga Spare Part Kendaraan

e

Satuan Harga Peralatan Rumah Tangga

—
.

Satuan Harga Peralatan Industr
. Satuan Harga Sektor Pertanian

Satuan Harga Sektor Peternakan

© B 3

Satuan Harga Alat Budaya Daerah

p. Satuan :..




(3)

(4)

(2)
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Satuan Harga Alat Olahraga
Satuan Harga Jasa Angkutan

r. Satuan Harga Jasa-jasa
Satuan Harga Makanan

s
t. Satuan Harga Sewa Alat Berat
u. Satuan Harga Seragam

v. Satuan Harga Perikanan

Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (SHBJ) juga dapat dipergunakan
sebagai salah satu sumber acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) dalam proses tender pengadaan barang dan jasa di
lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo

Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (SHBJ) juga dapat dipergunakan
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses asistensi
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Boalemo
Pasgal 4

Bagi instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang akan
melakukan pengadaan di luar standarisasi dan atau di atas harga
standarisasi yang tercantum dalam peraturan ini wajib mengajukan

permohonan ijjin tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim
Anggaran Pemnerintah Daerah (TAPD)

Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan ijin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 apabila :

a.

b.

Telah diatur secara khusus oleh Kementerian/Lembaga Tinggi dan atau;
Pelaksanaan Pengadaan Langsung/pengadaan barang dan jasa
e-Catalogue (Katalog Elektronik) melalui Sistim Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) pada portal www.lpse.boalemokab.go.id. ’

Pasal ...




Pasal 6

Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Peraturan ini adalah proyeksi Satuan Harga Barang dan Jasa
(SHBJ} untuk Tahun Anggaran 2016 dan dapat ditinjau kembali secara
berkala.

BAB II1
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan  Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Boalemo.

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal % Oktober 2015
SEKRETARI$ DAERAH
KABUPATEN/BOALEMO

Ir. SUJARNO ABD. HAMID
Pembina Utama Madya
Nip. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR ..22¢)




